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ABSTRAK 
OCTAVIA WANDASARI (B111 10 022). Yinjauan Yuridis Terhadap 
Tindak Pidana Penganiayaan Saksi (Studi Kasus Putusan Nomor: 
150/Pid.B/ 2013/PN.Mks), dibimbing oleh H. M. Imran Arief dan Hj. 
NurAzisa. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hokum pidana materil terhadap 
pelaku tindak pidana dalam perkara putusan No. 150/ Pid.B/2013/ PN.Mks. dan untuk 
mengetahui pertimbangan hokum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap 
perkara No. 150/Pid.B/ 2013/PN.Mks. 
Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar dengan memfokuskan penelitian di instansi 
yang berhubungan dengan masalah dalam skripsi ini yaitu Pengadilan Negeri Makassar. 
Dengan mempelajari data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dari kajian 
kepustakaan yaitu putusan No. 150/Pid.B/2013 /PN.Mks, buku-buku, dokumen, serta 
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang dibahas. 
Berdasarkan analisi data danfakta yang ada, maka Penulis mengambil kesimpulanan 
tara lain: a). Penerapan hokum pidana materiil dalam perkarapidana No: 
150/Pid.B/2013/PN.Mks kurang tepat. Didalam dakwaan tersebut terdapat banyak 
kekeliruan dikeranakan tidak memperhatikan unsure kesengajaan atau niat pelaku dalam 
melakukan tindak pidana. Menurut Penulis, dakwaan yang tepat untuk menjerat terdakwa 
adalah Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban. Dikerenakan terdakwa melakukan penganiayaan 
terhadap korban karena sakit hati atas kesaksian yang pernah dilakukan korban di 
persidangan pada saat adik terdakwa diadili. Penuntut umum juga tidak melihat fakta-
fakta diluar persidangan yang terjadi, sehingga dakwaan Penuntut Umum hanya 
menjerat terdakwa dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP. b). Pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusan dalam putusan Nomor: 150/Pid.B/2013/PN.Mks. menurut Penulis 
sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHP berupa tiga alat 
bukti yakni keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Sehingga hakim 
memperoleh keyakinan bahwa terdakwa Agus Alias Kulau Bin Mustari sebagai pelaku 
penganiayaan tersebut. Anak tetapi dalam mempertimbangkan dakwaan yang diajukan 
oleh penuntut umum, hakim tidak memeprtimbangkan unsur kesengajaan atau niat 
terdakwa sehingga terdapat kesalahan dalam menjatuhkan putusan. Selainitu, 
terdapatpertimbangan yang menurut penulis tidak seharusnya dijadikan sebagai hal yang 
meringankan terdakwa antara lain sopan di persidangan, mengakui perbuatannya, dan 
terdakwa belum pernah dihukum, masih terdapat hal-hal yang  memberatkan yakni 
menimbulkan kerugian  yang tidak dapat dinilai secara materi bagi keluarga korban dan 
juga kerugian secara materi segala biaya yang dikeluarkan untuk perawatan korban. 
Penulis merokemendasikan yakni: a). Penuntut umum harus teliti dan cermat dalam 
menyusun surat yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam pengadilan. Salah 
satuhal yang harus diperhatikan yakni kesengajaan atau niat terdakwa dalam melakukan 
tindak pidana. Kesengajaan terdakwa bukan hanya didasarkan pada pengakuan 
terdakwa tetapi juga dapat dilihat dari kesengajaan terdakwa melakukan tindak pidana. 
b). Hal-hal yang meringankan bagi terdakwa berupa sopan dipersidangan, mengakui 
terus terang perbuatannya dan menyesalinya seharusnya tidak dijadikan sebagai bahan 
pertimbangan bagi hakim dalam memutus suatu perkara. Hal tersebut bias saja 
merupakan kepura-puraan untuk mendapatkan simpati dari hakim. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
menimbulakn banyak masalah sosial dan memerlukan penyesuaian 
terhadap perubahan sosial. Disatu pihak perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknlogi memperlihatkan hasil yang bermanfaat bagi 
kehidupan umat manusia, sedangkan di pihak lain akan melahirkan 
penyakit sosial sepeti timbulnya pengangguran, kesenjangan sosial yang 
berdampak pada timbulnya suatu kejahatan. 
Kejahatan adalah suatu perbuatan secara turun temurun dilakukan 
oleh manusia dari dahulu hingga dewasa ini. Manusia melakukan 
perbuatan jahat, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. 
Tingkah laku jahat itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita 
maupun pria, dapat pula usia anak, dewasa ataupun lanjut usia. 
Kejahatan itu bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan dan 
diarahkan pada suatu maksud tertentu secara benar, namun juga bisa 
dilakukan secara tidak sadar. Kenyataannya, di zaman modern ini, orang 
melakukan kejahatan dengan berbagai macam cara yang serba modern, 
baik alat yang digunakan maupun alat operandinya. 
Perkembangan masyarakat dewasa ini telah disadari bahwa 
berbagai usaha manusia untuk mempertahankan hidupnya dan kadang-
kadang ada orang yang memilh kejahatan penganiayaan sebagai usaha 
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untuk mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam masyrakat atau 
tujuan yang bersifat perorangan. 
Dalam konteksnya, banyak upaya-upaya yang telah dilakukan oleh 
aparat penegak hukum untuk menekanan tingkat kejahatan, namun 
kenyataannya masih saja muncul beberapa kejahatan. Perkembangan 
kejahatan semakin banyak, baik dari segi kuantitasnya maupun dari segi 
kualitas, dengan modus operandi yangg berbeda-beda. Hal tersebut dapat 
diketahui melalui media massa yang telah memberitakan tentang 
kejahatan-kejahatan penganiayaan. 
Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, 
kebutuhan akan kepentingan manusia semakin bertambah. Hal ini tentu 
membawa dampak negatif. 
Perilaku sebagian masyarakat yang secara nyata telah jauh 
mengabaikan nilai-nilai kaidah dan norma serta hukum yang berlaku di 
tengah kehidupan masyarakat. Hal tersebut memberikan suatu gambaran 
bahwa kehidupan masyarakat saat ini berada dalam kondisi 
memprihatinkan. 
Bagaimanakah penerapan hukum terhadap kejahatan penganiayaan 
merupakan persoalan yang tidak ada hentinya dipermasalahkan. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa eksistensi kejahatan menjadi gambaran lain 
dalam keberadaan dalam kehidupan manusia. Adapun kerugian yang 
diderita oleh seseorang akan terjadi, jika misalnya seseorang sering 
melakukan penganiayaan. Menjadi suatu dilema sebab pada dasarnya 
kejahatan itu merupakan dunia sendiri yang mempuyai berbagai macam 
permasalahan, seperti masalah sosial, ekonomi, politik dan psikologis. 
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Maka terjadilah satu ketidakseimbangan antara jasmani dan rohani, 
sehingga mengakibatkan hilangnya pertimbangan-pertimbangan moral 
dan akhirnya tindakan kejahatan tidak dapat terelakkan. 
Kejahatan penganiayaan telah diatur secara jelas dan beberapa 
pasal dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) antara lain 
dalam Pasal 351-358 KUHP dengan ancaman hukman yang bervariasi, 
namun demikian masih saja terjadi. Kompleksnya masalah kejahatan 
penganiayaan, baik yang dilakuka oleh pria maupun wanita sekalipun, 
terlebih penganiayaan yang dilakukan terhadap saksi korban yang 
dikarenakan sakit hati atas kesaksian yang pernah diberikannya di 
pengadilan. Maka diperlukan perhatian khusus dikalangan penegak 
hukum agar dapat berusaha semaksimal mungkin menanggulangi 
kejahatan penganiyaan tersebut. 
Berdasarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi, maka penulis 
tertarik untuk mengkaji masalah penganiayaan dengan judul “Tinjauan 
Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Saksi Korban 
(Studi Kasus Putusan Nomor: 150/Pid.B/2013/PN.Mks)” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian yang telah dikemukan pada latar belakang 
masalah diatas. Maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai 
berikut: 
1. Bagaimanakan penerapan hukum pidana materiil terhadap 
pelaku penganiayaan saksi korban dalam perkara pidana 
nomor: 150/Pid.B/2013/PN.Mks? 
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2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan nomor:150/Pid.B/2013/PN.Mks ? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam 
penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap materiil pelaku 
penganiayaan saksi korban dalam perkara pidana nomor: 
150/Pid.B/2013/PN.Mks. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan nomor:150/Pid.B/2013/PN.Mks. 
Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka kegunaan penelitian in 
adalah: 
1. Bagi aparat penegak hukum akan menjadi bahan masukan 
dalam rangka mengambil keputusan guna menanggulangi 
tindak pidana penganiayaan. 
2. Hasil penelitian ini berguna bagi aparat penegak hukum untuk 
meningkatkan kinerja tugasnya dalam menanggulangi masalah 
penganiayaan. 
3. Memberi sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan 
Hukum Pidana pada umumnya. 
4. Dapat menjadi sumbangan pemikiran penelitian dalam bidang 
yang sama pada masa yang akan datang. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana merupakan istilah yang secara resmi digunakan 
dalam peraturan perundang-undangan. Pembentukan Undang-Undang 
kita telah menerjemahkan istilah strafbaar feit yang berasal dari KUHP 
Belanda ke dalam KUHP Indonesia dan peraturan perundang undangan 
pidana lainnya dengan istilah tindak pidana. 
Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yaitu straf, baar, danfeit. Straf 
diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan 
dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata feit diterjemahkan 
dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan (Adami Chazawi, 
2002:69). 
Simons, guru besar ilmu hukum pidana di Universitas Utrecht 
Belanda, memberikan terjemahan strafbaar feit sebagai perbuatan pidana. 
Menurutnya, strafbaar feit adalah perbuatan melawan hukum yang 
berkaitan dengan kesalahan (schuld) seseorang yang mampu 
bertanggung jawab (Zainal Abidin Farid, 2007:224). Selain itu, Simons 
juga merumuskan strafbaar feit itu sebagai suatu tindakan melanggar 
hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan sengaja 
oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan 
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yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang 
dapat dihukum (P.A.F. Lamintang, 1997:185). 
Vos memberikan definisi bahwa strafbaar feit adalah kelakuan atau 
tingkah laku manusia, yang oleh peraturan undang-undang diberikan 
pidana (Zainal Abidin Farid, 2007:225). 
Pompe terhadap istilah strafbaar feit memberikan dua macam 
definisi, yaitu definisi yang bersifat teoritis dan definisi yang bersifat 
perundang-undangan. Menurutnya terhadap definisi yang bersifat teoritis 
adalah (P.A.F. Lamintang, 1997:182): 
“Strafbaar feit adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap 
tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja 
telah dilakukan oleh suatu pelaku, di mana penjatuhan hukuman 
terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya  tertib 
hukum  dan  terjaminnya kepentingan umum atau sebagai 
normovertrading (verstoring der rechtsorde), waaraan  de  overtreder 
schuld heft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving 
der  rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn.” 
 
Definisi strafbaar feit yang bersifat perundang-undangan atau hukum 
positif menurut Pompe tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut 
suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang 
dapat dihukum. Pompe mengatakan strafbaar feit itu adalah suatu 
peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung handeling 
(perbuatan) dan nalaten (pengabaian atau tidak berbuat atau berbuat 
pasif) (Zainal Abidin Farid, 2007:225). 
Selanjutnya, Hazewinkel-Suringa terhadap istilah strafbaar feittelah 
membuat suatu rumusan pengertian yang bersifat umum sebagai suatu 
perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam 
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sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang 
harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana 
yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya (P.A.F. Lamintang, 
1997:181-182). 
Van Hattum berpendapat bahwa istilah strafbaar feit secara eksplisit 
haruslah diartikan sebagai suatu tindakan yang karena telah melakukan 
tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum atau 
suatu feit terzake van hetwelk een person strafbaar is. 
Moeljatno merumuskan istilahstrafbaar feit menjadi istilah perbuatan 
pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu 
aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa 
pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut 
(Moeljatno, 2008:59). 
Selanjutnya E.Utrecht merumuskan strafbaar feit dengan istilah 
peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, Karena peristiwa itu suatu 
perbuatan handelen atau doen positifatau suatu melalaikan 
natalennegatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena 
perbuatan atau melalaikan itu) (Erdianto Effendi, 2011:98). 
Berdasarkan uraian pendapat pakar hukum di atas, penulis 
berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan 
hukum yang dilakukan oleh manusia, baik dengan melakukan perbuatan 
yang tidak dibolehkan ataupun tidak melakukan perbuatan yang telah 
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang 
disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana.  
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2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang unsur-unsur 
tindak pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. 
Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk 
adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. 
Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam 
pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup di dalamnya 
perbuatan yang dilarang (criminal act) dan pertanggungjawaban pidana 
atau kesalahan (criminal responbility) (Amir Ilyas, 2012:38). 
Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis meliputi:
 
a. Ada perbuatan;  
b. Ada sifat melawan hukum; 
c. Tidak ada alas an pembenar; 
d. Mampu bertanggungjawab; 
e. Kesalahan; 
f. Tidak ada alasan pemaaaf.  
Lain halnya dengan pandangan dualistis yang memisahkan antara 
perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini 
memiliki prinsip bahwa dalam tindak pidana hanya mencakup criminal act, 
dan criminal responbility tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena 
itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup 
dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang 
memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar. 
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Menurut pandangan dualistis, unsur-unsur tindak pidana meliputi: 
a. Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik; 
b. Ada sifat melawan hukum;  
c. Tidak ada alasan pembenar. 
Selanjutnya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi: 
a. Mampu bertanggungjawab; 
b. Kesalahan; 
c. Tidak ada alasan pemaaf. 
Menurut penulis lebih tepat dikatakan bahwa syarat pemidanaan 
terdiri dari dua unsur yaitu tindak pidana sebagai unsur objektif dan 
pertanggungjawaban pidana sebagai unsur subjektif. Kedua unsur ini 
memiliki hubungan erat, yaitu tidak ada pertanggungjawaban pidana 
jikasebelumnya tidak ada tindak pidana. 
Berikut ini akan diuraikan mengenai unsur-unsur tindak pidana. 
Unsur-unsur tindak pidana, antara lain: 
1. Ada perbuatan yang mencocoki rumusan delik 
Perbuatan manusia dalam arti luas adalah mengenai apa yang 
dilakukan, apa yang diucapkan, dan bagaimana sikapnya 
terhadap suatu hal atau kejadian. Sesuatu yang dilakukan dan 
diucapkan disebut act, yang oleh sebagian pakar disebut sebagai 
perbuatan positif. Sikap seseorang terhadap suatu hal atau 
kejadian disebut omission, yang oleh sebagian pakar disebut 
sebagai perbuatan negatif. 
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Khusus mengenai omission yang diancam pidana, para pakar 
berbeda pendapat dalam memberi dasar atau alasan sebagai berikut: 
a. G.A. van Hamel berpendapat bahwa “tidak melakukan sesuatu” 
itu pada umumnya tidak bertentangan dengan hukum. Akan 
tetapi, perilaku semacam itu akanbersifat melanggar hukum 
apabila ada suatu kewajiban “kewajiban hukum yang bersifat 
khusus”. Kewajiban itu telah ditentukan oleh suatu  peraturan  
perundang-undangan yang bersifat memaksa di mana kelalaian 
untuk memenuhi kewajiban hukum  itu  telah  diancam  dengan  
suatu  hukuman ataupun telah  diterima  secara  sukarela  
sebagai dimiliki  oleh seseorang  karena  adanya  pengaruh  dari  
suatu  sanksi menurut undang-undang (Leden Marpaung, 
2009:31). 
b. D.Simons berpendapat bahwa kelalaian untuk bertindak yang 
harus dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana itu 
hanyalah kelalaian untuk melakukan suatu tindakan yang 
merupakan suatu kewajiban hukum. Kewajiban hukum seperti itu  
dapat timbul karena  ditentukan  oleh  undang-undang, karena  
jabatan  yang  disandang  oleh  seseorang, karena  pekerjaan  
yang  dilakukan  seseorang, atau  karena adanya suatu perikatan 
(Leden Marpaung, 2009:32). 
2. Ada sifat melawan hukum 
Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan 
hukum (wederrechttelijk). Menurut Simons, melawan hukum 
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diartikan sebagai bertentangan  dengan  hukum, bukan  saja 
terkait dengan  hak orang  lain  (hukum  subjektif), melainkan  juga  
mencakup  hukum  perdata atau hukum administrasi negara (Amir 
Ilyas, 2012:52). Selanjutnya menurut Vos, Moeljatno, dan TIM 
BPHN atau BABINKUMNAS memberikan definisi bertentangan 
dengan hukum artinya bertentangan dengan apa yang dibenarkan 
oleh hukum atau anggapan masyarakat sebagai perbuatan yang 
tidak patut dilakukan (Amir Ilyas, 2012:53). 
Untuk terjadinya perbuatan melawan hukum, menurut Hoffman harus 
dipenuhi empat unsur, yaitu (Erdianto Effendi, 2011:117): 
a. Harus ada yang melakukan perbuatan 
b. Perbuatan itu harus melawan hukum 
c. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian bagi orang lain 
d. Perbuatan itu karena kesalahan yang ditimpa kepadanya 
Sifat melawan hukum terdiri dari dua macam, yaitu:
 
a. Sifat melawan hukum formil (formale wederrechtelijk). 
Perbuatan bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut 
memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan 
pengecualian-pengecualian yang telah yang telah ditentukan 
dalam undang-undang. Berdasarkan pendapat ini, melawan hukum 
berarti melawan undang-undang. 
b. Sifat melawan hukum materil (materiele wederrechtelijk).  
Menurut pendapat ini, belum tentu perbuatan yang memenuhi 
rumusan undang-undang itubersifat melawan hukum. Hukum bukan 
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hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga 
meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau 
kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat. 
3. Tidak ada alasan pembenar 
Alasan pembenar merupakan alasan yang menghapuskan sifat 
melawan hukumnya suatu perbuatan sehingga apa yang 
dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan 
benar. Pada dasarnya perbuatan seseorang termasuk tindak 
pidana tetapi karena hal-hal tertentu perbuatan tersebut dapat 
dibenarkan dan pelakunya tidak dapat dipidana.  
Hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar, antara lain: 
a. Daya paksa absolut. 
Daya paksa diatur dalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan 
bahwa barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh 
sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan tidak boleh 
dihukum. Dalam penjelasannya, Jonkers mengatakan daya paksa 
dikatakan bersifat absolut jika seseorang tidak dapat berbuat lain. 
Ia mengalami sesuatu yang sama sekali tidak dapat 
mengelakkannya dan tidak mungkin memilih jalan lain (R. Soesilo, 
1995:63). 
Dalam Memorie van Toelichting (MvT), terdapat keterangan 
mengenai daya paksa yang mengatakan sebagai setiap kekuatan, 
setiap dorongan, setiap paksaan yang tidak dapat dilawan (Adami 
Chazawi, 2002:28). 
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Berdasarkan doktrin hukum pidana, daya paksa dibedakan 
menjadi dua, yaitu daya paksa absolut (vis absoluta) dan daya 
paksa relatif (vis compulsiva). Apabila dilihat dari segi asalnya 
tekanan dan paksaan itu, maka bentuk daya paksa disebabkan 
oleh perbuatan manusia dan bukan perbuatanmanusia. Akan 
tetapi, jika dilihat dari sifat tekanan dan paksaan, maka daya 
paksa disebabkan oleh tekanan yang bersifat fisik dan psikis. 
Menurut Adami Chazawi (2002:30), daya paksa absolut baik 
yang disebabkan oleh perbuatan manusia maupun alam, baik 
yang bersifat fisik maupun psikis, adalah suatu keadaan di mana 
paksaan dan tekanan yang sedemikian kuatnya pada diri 
seseorang, sehingga tidak dapat lagi berbuat sesuatu selain yang 
terpaksa dilakukan atau apa yang terjadi. 
Pada dasarnya daya paksa absolut bukan daya paksa yang 
sesungguhnya dengan alasan bahwa orang yang tidak berdaya 
tersebut hanya merupakan korban dari perbuatan orang lain atau 
dijadikan sebagaialat untuk mewujudkan suatu perbuatan tertentu 
yang dilarang oleh undang-undang.  
Vos berpendapat jika vis absoluta dimasukkan ke dalam 
daya paksa dinilai berlebihan, karena pembuat yang dipaksa 
secara fisik sebenarnya tidak berbuat. Perbuatan itu berarti 
perbuatan yang disadari dan orang yang memaksa sebagai 
pembuat secara langsung. Orang yang dipaksa tidak termasuk 
dalam rumusan delik. Jadi, semestinya mendapat putusan bebas 
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bukan lepas dari segala tuntutan hukum (Amir Ilyas, 2012: 59). 
Van Bemmelen mengatakan bentuk yang sebenarnya daya 
paksa itu, yang biasa disebut daya paksa relatif atau vis 
compulsiva. Daya paksa relatif ini dibagi dua lagi, yaitu daya 
paksa dalam arti sempit (overmacht in engere zin) dan daya paksa 
disebut keadaan darurat (noodtoestand) (Amir Ilyas, 2012: 60). 
Daya paksa dalam arti sempit adalah yang disebabkan oleh 
orang lain sedangkan daya paksa yang berupa keadaan darurat 
(noodtoestand) disebabkan oleh bukan manusia. 
b. Pembelaan terpaksa 
Perihal pembelaan terpaksa (noodweer) dirumuskan dalam 
Pasal 49 ayat (1) KUHP sebagai berikut: 
“Barangsiapa melakukan perbuatan, yang terpaksa 
dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang 
lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri 
atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang 
melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu 
juga, tidak boleh dihukum.” 
 
Dari rumusan Pasal 49 ayat (1) tersebut dapat disimpulkan 
mengenai dua hal, yaitu syarat adanya pembelaan terpaksa dan 
hal-hal yang termasuk pembelaan terpaksa. 
Pembelaan terpaksa dapat dilakukan dalam tiga hal, antara 
lain: 
a. Untuk membela dirinya sendiri atau diri orang lain 
terhadap serangan yang bersifat fisik. 
b. Membela kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) diri 
sendiri atau orang lain. 
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c. Pembelaan terhadap harta benda sendiri atau orang lain.  
Dalam hal untuk membela diri terhadap serangan fisik, 
hanyalah yang termasuk dalam lingkup perbuatan manusia dan 
tidak dibenarkan oleh binatang, misalnya dikejar anjing kemudian 
anjingnya dibunuh. Binatang bukan subjek hukum dan tidak 
tunduk pada hukum. Jika serangan anjing itu sudah demikian 
kerasnya, seseorang tidak melakukan pembelaan terpaksa 
melainkan dapat melakukan perbuatan karena daya paksa 
(overmacht). 
Suatu perbuatan masuk sebagai pembelaan terpaksa, 
apabila perbuatan itu dilakukan (Adami Chazawi, 2002:40): 
a. Karena terpaksa atau sifatnya terpaksa; 
b. Dilakukan ketika timbulnya ancaman serangan dan 
berlangsungnya serangan; 
c. Untuk mengatasi adanya ancaman serangan atau 
serangan yang bersifat melawan hukum; 
d. Harus seimbang dengan serangan yang mengancam; 
e. Pembelaan terpaksa hanya terbatas dalam hal 
mempertahankan tiga macam kepentingan hukum, yaitu: 
kepentingan hukum atas diri sendiri atau orang lain 
(badan atau fisik), mengenai kehormatan kesusilaan dan 
kebendaan. 
 
Pembelaan harus seimbang dengan serangan atau 
ancaman. Hal ini sesuai dengan asas keseimbangan 
(proporsionaliteit). Selain itu, juga dianut asas subsidiaritas 
(subsidiariteit), artinya untuk mempertahankan kepentingan 
hukumnya yang terancam pembelaan itu harus mengambil 
upaya yang paling ringan akibatnya bagi orang lain (Adami 
Chazawi, 2002:40). 
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c. Menjalankan ketentuan undang-undang 
Dasar alasan pembenar karena menjalankan ketentuan 
undang -undang dirumuskan dalam Pasal 50 KUHP sebagai 
berikut:  
“Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk 
melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana.” 
 
Menurut Pompe, ketentuan undang-undang meliputi 
peraturan (verordening) dikeluarkan oleh penguasa yang 
berwenang untuk itumenurut undang-undang. Jadi, meliputi 
ketentuan yang berasal langsung dari pembuat undang-undang, 
dari penguasa yang mempunyai wewenang (bukan kewajiban) 
untuk membuat peraturan yang berdasar undang-undang (Amir 
Ilyas, 2012:69). 
Hoge Raad dalam pertimbangan suatu arrestnya (28-10-
1895) menyatakan bahwa menjalankan undang-undang tidak 
hanya terbatas pada melakukan perbuatan yang diperintahkan 
oleh undang-undang, akan tetapi lebih luas lagi, ialah meliputi 
pula perbuatan-perbuatan yang dilakukan atas wewenang yang 
diberikan oleh suatu undang-undang (Adami Chazawi, 2002:56). 
Pasal 50 KUHP ditujukan untuk mengantisipasi bagi 
perbuatan-perbuatan yang dilakukan berdasarkan kewenangan 
yang diberikan oleh undang-undang. Mengenai hal ini telah 
diterangkan oleh Hoge Raad dalam pertimbangan suatu 
putusannya (26-6-1911) yang menyatakan bahwa untuk 
menjalankan aturan-aturan undang-undang seorang pegawai 
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negeri diperkenankan mempergunakan segala alat yang 
diberikan kepadanya untuk mematahkan perlawanan (Adami 
Chazawi, 2002:56). 
Misalnya, undang-undang telah memberikan kewenangan 
pada penyidik untuk melakukan penangkapan dan penahanan 
terhadap seorang tersangka dengan memenuhi prosedur dan 
syarat-syarat yang juga ditetapkan (surat perintah). Dalam 
melaksanakan kewenangan yang diperintahkan oleh undang-
undang, penyidik dapat melakukan wujud-wujud perbuatan 
tertentu seperti memukul bahkan menembak untuk 
melumpuhkan sepanjang diperlukan. 
d.  Menjalankan perintah jabatan yang sah 
Pasal 51 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut: 
“Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan 
perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang 
berwenang, tidak dipidana.” 
 
Pada perintah jabatan ada hubungan publik antara orang 
yang memberi perintah dan orang yang diberi perintah. Hoge 
Raad memutuskan bahwa perintah yang diberikan oleh 
pengairan Negara kepada pemborong tergolong dalam sifat 
hukum perdata dan bukan perintah jabatan (HR 27 November 
1933 W. 12698, N.J. 1934, 266) (Amir Ilyas, 2012:71). 
Tidak perlu, bahwa yang diberi perintah itu harus orang 
bawahan dari yang memerintah. Mungkin sama pangkatnya, 
tetapi yang perlu ialah antara yang diperintah dengan yang 
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memberi perintah ada kewajiban untuk menaati perintah itu (R. 
Soesilo, 1995: 67). 
 
3. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana 
Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu: 
a. Mampu bertanggungjawab 
Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang 
(diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan 
atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat 
melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum 
atau rechtsvaardigingsgrond atau alasan pembenar) untuk itu. 
Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung-jawab maka hanya 
seseorang yang “mampu bertanggungjawab” yang dapat 
dipertanggung-jawab (pidana)-kan (E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 
2002:249). 
Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab 
(toerekeningsvatbaar), bilamana pada umumnya (E.Y. Kanter dan 
S.R. Sianturi, 2002:249): 
1. Keadaan jiwanya: 
a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau 
sementara (temporair); 
b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot,  
imbeciledan sebagainya) dan 
c. Tidak terganggu karena terkejut,hypnotisme, amarah 
yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe beweging, 
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melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts, 
nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia 
dalam keadaan sadar. 
2. Kemampuan jiwanya: 
a. Dapat menginsyafi hakikat dari tindakannya; 
b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, 
apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan 
c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut. 
Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan 
kemampuan “jiwa” (geestelijke vermogens), dan bukan kepada 
keadaan dan kemampuan “berfikir” (verstandelijke vermogens) 
dari seseorang, walaupun dalam istilah yangresmi digunakan 
dalam Pasal 44 KUHP adalah verstandelijke vermogens (E.Y. 
Kanter dan S.R. Sianturi, 2002:249-250). 
b. Kesalahan 
Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena 
kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan 
atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan 
dengan mampu bertanggungjawab. Kesalahan selalu ditujukan 
pada perbuatan yang tidak patut (Amir Ilyas, 2012:77-78). 
Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana bentuk-
bentuk kesalahan terdiri dari: 
1. Kesengajaan (opzet) 
Kesengajaan harus mengenai ketiga unsur tindak pidana, 
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yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok 
alasan diadakan larangan itu, dan perbuatan itu melanggar 
hukum.Kesengajaan dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu 
(Amir Ilyas, 2012:78-83): 
a. Sengaja sebagai niat (Oogmerk) 
Kesengajaan sebagai niat atau maksud adalah 
terwujudnya delik yang merupakan tujuan dari pelaku. 
Pelaku benarmenghendaki mencapai akibat yang 
menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum 
pidana. 
b. Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan 
(zekerheidsbewustzijn) 
Kesengajaan semacam ini, terwujudnya delik bukan 
merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan 
syarat mutlak sebelum/pada saat/sesudah tujuan pelaku 
tercapai. 
c. Sengaja sadar akan kemungkinan (Dolus eventualis, 
mogelijkeheidsbewustzijn) 
Kesengajaan sebagai sadar akanmerupakan 
terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, 
melainkan merupakan syarat yang mungkin timbul 
sebelum/pada saat/sesudah tujuan pelaku tercapai. 
Pembagian atau jenis kesengajaan (dolus) dihubungkan 
dengan sasaran yang dikehendaki oleh pelaku, yaitu (E.Y. 
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Kanter dan S.R. Sianturi, 2002:191-192): 
a. Dolus determinatus adalah suatu kehendak untuk 
melakukan tindakan yang menimbulkan suatu akibat 
oleh sasaran yang telah ditentukan. 
b. Dolus indeterminatus adalah suatu kehendak untuk 
menimbulkan suatu akibat yang diderita oleh sasaran 
yang tidak ditentukan. X mengarahkan bedilnya 
kepada kelompok manusia, tanpa menggunakan alat 
bidik ditembaknya dan menghendaki matinya salah 
seorang dari mereka. 
c. Dolus alternativus terjadi jika kehendak pelaku adalah 
matinya A atau B. 
d. Dolus Generalis terjadi jika X melemparkan bom ke 
dalam suatu ruangan. Matinya beberapa orang itulah 
yang dikehendaki X. 
e. Dolus inderectud adalah suatu akibat yang timbul 
sebenarnya bukan sebagai kehendak dan tujuan 
pelaku. 
f. Dolus premiditatus adalah kesengajaan yang 
direncanakan terlebih dahulu. 
2.  Kealpaan (culpa)  
Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang 
timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku 
yang telah ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu 
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terjadi dikarenakanperilaku orang itu sendiri. 
Kelalaian menurut hukum pidana terbagi menjadi dua 
macam yaitu: 
a. Kealpaan perbuatan, apabila hanya dengan 
melakukan melakukan perbuatannya sudah 
merupakan suatu peristiwa  pidana, maka tidak perlu 
melihat akibat yang timbul dari  perbuatan tersebut 
sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP; 
b. Kealpaan akibat merupakan suatu peristiwa pidana 
kalau akibat dari kealpaan itu sendiri sudah 
menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, 
misalnya cacat atau matinya orang lain sebagaimana 
diatur dalam Pasal 359, 360, 361 KUHP. 
Menurut D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH. Sutorius, 
skema kelalaian atau culpa yaitu (E.Y. Kanter dan S.R. 
Sianturi, 2002:84): 
a. Culpa lata yang disadari (alpa) 
Conscious: kelalaian yang disadari, contohnya antara 
lain sembrono (roekeloos), lalai (onachttzaam), tidak 
acuh. 
b. Culpa lata yang tidak disadari (lalai) 
Unconscius: kelalaian yang tidak disadari, contohnya 
antara lain kurang berpikir, lengah, dimana seseorang 
seyogianyaharus sadar dengan risiko, tetapi tidak 
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demikian. 
c. Tidak ada alasan pemaaf  
Alasan pemaaf timbul ketika perbuatan seseorang 
memiliki nilai melawan hukum tetapi karena alasan 
tertentu maka pelakunya dimaafkan.  
Alasan penghapus pidana yang termasuk dalam alasan 
pemaaf yang terdapat dalam KUHP yaitu: 
1. Daya paksa relatif; 
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas 
(noodweer exces); 
3. Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi 
terdakwa mengira perintah itu sah.  
Menurut Vos, mengenai ketentuan Pasal 51 ayat (2) 
KUHP, perintah jabatan yang diberikan oleh yang tidak 
berwenang untuk lolos dari pemidanaan harus memenuhi 
dua syarat (E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002:90): 
a. Syarat subjektif yaitu pembuat harus dengan itikad 
baik memandang bahwa perintah itu datang dari yang 
berwenang; 
b. Syarat objektif yaitu pelaksanaan perintah harus 
terletak dalam ruang lingkup pembuat sebagai 
bawahan. 
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B. Penganiayaan 
1. Pengertian Penganiayaan 
Penganiayaan adalah istilah yang digunakan KUHP untuk tindak 
pidana terhadap tubuh. Namun KUHP sendiri tidak memuat arti 
penganiayaan tersebut. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia arti 
penganiayaan adalah: “perlakuan yang sewenang-wenang”. Pengertian 
yang dimuat dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah pengertian 
dalam arti luas, yakni yang menyangkut termasuk “perasaan” atau 
“bathiniah”. Sedangkan yang dimaksud penganiayaan dalam hukum 
pidana adalah menyangkut tubuh manusia. 
Meskipun pengertian penganiayaan tidak ada dimuat dalam KUHP, 
namun kita dapat melihat pengertian penganiayaan menurut pendapat 
sarjanah, doktrin, dan penjelasan menteri kehakiman. 
Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja (Mudhofar: 
http:google/lahut.net/penganiayaan: 02-10-2013), pengertian 
penganiayaan sebagai berikut: “Menganiaya adalah dengan sengaja 
menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi perbuatan yang 
menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap 
sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah 
keselamatan badan. 
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Menurut ilmu pengetahuan (doktrin) pengertian penganiayaan adalah 
sebagai berikut : “Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk 
menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.” 
Berdasarkan doktrin diatas bahwa setiap perbuatan dengan sengaja 
menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh merupakan penganiayaan 
yang terhadap pelakunya diancam pidana. Padahal dalam kehidupan 
sehari-hari cukup banyak perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan 
rasa sakit atau luka pada tubuh yang terhadap pelakunya tidak 
semestinya diancam dengan pidana. 
Sedangkan menurut penjelasan menteri kehakiman pada waktu 
pembentukan Pasal 351 KUHP dirumuskan, antara lain : 
1. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan 
penderitaan badan kepada orang lain. 
2. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan 
kesehatan pada orang lain. 
Menurut J.m. Van Bemmelen (1987:29) menegaskan bahwa untuk 
menentukan ada tidaknya terjadi suatu bentuk penganiayaan maka ada 
tiga kriteria yang harus dipenuhi, yaitu : 
1. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk 
memberikan penderitaan badan kepada orang lain. Kekecualian 
dari larangan menurut hukum pidana ini dibentuk oleh peristiwa-
peristiwa dimana dalam undang-undang dimuat dasar 
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pembenaran yang diakui untuk mengakibatkan dangan perasaan 
tidak senang ini, misalnya pembelaan terpaksa, perintah jabatan, 
peraturan undang-undang, seprti bertindak sesuai dengan aturan 
jabatan sebagai dokter, demikian pula berdasarkan izin si korban 
sesuai dengan aturan yang diakui dalam mengikuti olah raga 
tertentu (pertandingan tinju). 
2. Kekecualian juga dapat timbul dari tidak adanya kesalahan sama 
sekali yaitu dalam peristiwa dimana si pelaku dengan itikad baik 
atau boleh menduga, bahwa ia harus bertindak sesuai dengan 
suatu dasar pembenaran, akan tetapi dugaan ini berdasarkan 
suatu penyesatan yang dapat dimanfaatkan. 
3. Suku kata tambahan “Mis” mishandeling (penganiayaan) telah 
menyatakan bahwa mengakibatkan rasa sakit, luka atau 
perasaan tidak senang itu terjadi secara melawan hukum, dan 
bahwa dalam peristiwa dimana tindakan-tindakan dilakukan 
sesuai ilmu kesehatan tidak boleh dianggap sebagai 
penganiayaan, oleh karena itu tidak dilarang menurut hukum 
pidana, sehingga hakim harus membebaskan terdakwa. 
Jadi untuk menentukan ada atau tidak adanya pidana penganiayaan 
harus diperhatikan ketiga kriteria tersebut diatas. Lebih lanjut (J.M Van 
Bemmelen, 1987:28) menegaskan bahwa penderitaan itu harus diartikan 
sebagai rasa sakit. 
R. Soesilo (1995:245) menegaskan bahwa, terhadap pengertian 
penganiayaan bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan 
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apakah yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling) itu. Menurut 
yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yang sengaja 
menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau 
luka. Menurut alinea 5 dari pasal ini, masuk pula dalam pengertian 
penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang. Selanjutnya 
secara terinci menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perasaan tidak 
enak misalnya mendorong orang terjun ke kali, sehingga basah, 
menyuruh orang berdiri di terik matahari dan sebagainya. Rasa sakit 
misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya. 
Sedangkan yang dimaksud dengan luka seperti mengiris, memotong, 
menusuk dengan pisau dan lain-lain. Merusak kesehatan misalnya orang 
sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang 
itu masuk angin. 
Dari uraian tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa dalam 
tindak pidana penganiayaan harus ditujukan kepada orang, tidak terhadap 
hewan atau binatang dan harus ditujukan dengan sengaja sehingga 
mengakibatkan rasa sakit, luka atau meneyebabkan kesehatan seseorang 
itu rusak, dalam pengertian bahwa. Itu harus ditujukan pada badaniah 
(jasmani). Jadi rasa sakit yang sifatnya rohaniah, misalnya rasa sakit hati 
karena putus cinta dan lain sebagainya tidak dapat dikategorikan sebagai 
penganiayaan. Selanjutnya bahwa perbuatan dimaksud diatas, harus 
merupakan suatu maksud dan tujuan dari pelaku terhadap diri korban. 
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2. Unsur-Unsur Penganiayaan 
Untuk mengetahui unsur-unsur dari perbuatan tindak pidana 
penganiayaan, penulis akan menjabarkan unsur-unsur dari Pasal-Pasal 
yang menyangkut dengan tindak pidana penganiayaan. Ketentuan 
mengenai tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP 
sebagai berikut (R. Soesilo, 1995:244-245): 
1. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-
lamanya dua tahun delan bulan atau denda sebanyak-banyaknya 
Rp 4.500,-; 
2. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sitersalah dihukum 
penjara selama-lamanya lima tahun; 
3. Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum 
penjara selama-lamanya tujuh tahun; 
4. Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang 
dengan sengaja; 
5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum. 
Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan 
dengan penganiayaan (mishandeling) itu. Menurut yurisprudensi, maka 
yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan 
perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijln), atau luka. Menurut 
alinea 4 Pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah, 
sengaja merusak kesehatan orang. 
a. Perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang ke kali 
sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari, dsb. 
b. Rasa sakit, misalnya menyubit, mendupak, memukul, 
menempeleng, dsb. 
c. Luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, 
dsb. 
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d. Merusak kesehatan, misalnya orang sedang tidur, dan 
berkeringat, dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk 
angina. 
Semuanya ini harus di lakukan dengan sengaja dan tidak maksud 
yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Umpamanya, seorang 
dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya. Sebenarnya ia sengaja 
menimbulkan rasa sakit akan tetapi perbuatannya itu bukan 
penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Seorang bapak 
dengan tangan memukul anaknya du arah pantat. Karena anak itu nakal, 
inipun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi 
perbuatan itu tidak masuk penganiayaan. Karena ada maksud baik 
(mengajar anaknya). Meskipun demimkian, maka kedua peristiwa itu 
apabila dilakukan dengan melewati batas yang diizinkan, misalnya dokter 
gigi tadi mencabut gigi sambil bersenda gurau dengan isterinya atau 
seorang bapak mengajar anaknya dengan memukul memakai sepotong 
besi dan dikenakan dikepalnya maka perbuatan ini dianggap pula sebagai 
penganiayaan. 
Penganiayaan ini dinamakan penganiayaan biasa. Di ancam 
hukuman lebih berat apabila penganiayaan hiasa ini berakibat luka berat 
atau mati. Tentang luka berat terdapat dalam Pasal 90 KUHP. Luka berat 
atau mati disini harus hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh 
sipembuat. Apabila luka berat itu di maksud, dikenalakan Pasal 354 KUHP 
(penganiayaan berat), sedangkan jika kematian itu di maksud, maka 
perbuatan itu masuk pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Lain lagi halnya 
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dengan sopir yang mengendarai mobilnya kurang hati-hati, menubruk 
orang hingga mati. Perbuatan ini bukanlah suatu penganiayaan, berakibat 
matinya orang (Pasal 351 KUHP alinea 3). Oleh karena sopir tidak ada 
pikiran (maksud) sama sekali untuk menganiaya, tidak masuk 
pembunuhan (Pasal 338 KUHP, karena kematian orang itu tidak 
dikehendaki oleh sopir. Peristiwa itu dikenakan Pasal 358 KUHP (karena 
salahnya matinya orang lain). 
Percobaan melakukan penganiayaan biasa ini tidak dihukum, 
demikian pula percibaan melakukan penganiayaan ringan (Pasal 352 
KUHP). Akan tetapi percobaan pada penganiayaan tersebut dalam Pasal 
353, 354, 355 KUHP dihukum. Tentang penganiayaan pada binatang 
dilihat pada Pasal 302 KUHP. 
 
3. Jenis-Jenis Penganiayaan 
Tindak pidana penganiayaan dapat dibedakan atas dasar-dasar 
tertentu (Wirjon Prodjodikoro, 2003: 69-71) antara lain: 
a. Direncakan secara tenang (voorbedachte raad). 
Apabila penganiayaan dilakukan dengan direncanakan lebih 
dahulu secara tenang, maka menurut Pasal 353 KUHP 
maksimum hukuman menjadi 4 (empat) tahun penjara, dan 
meningkat lagi 7 (tujuh) tahun penjara apabila ada luka berat, dan 
9 (Sembilan) tahun penjara apabila berakibat matinya orang, 
sedangkan apabila penganiayaan berat dilakukan dengan 
direncanakan lebih dulu secara tenang, maka menurut Pasal 355 
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KUHP maksimum hukuman menjadi 12 (dua belas) tahun 
penjara, dan apabila berakibat matinya orang menjadi 15 (lima 
belas) tahun penjara. 
b. Penganiayaan Ringan (Lichte Mishandeling) 
Menurut Pasal 352 KUHP, penganiayaan ringan ini ada dan 
diancam dengan maksimum hukuman penjara 3 (tiga) bulan atau 
denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk rumusan Pasal 353 
KUHP dan 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau 
halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Dalam 
praktek, ukuran ini adalah bahwa si korban harus dirawat di 
rumah sakit atau tidak. Hukuman ini bisa di tambah dengan 
sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan 
terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bahwah 
perintahnya. 
c. Percobaan Penganiayaan 
Menurut Pasal 351 ayat (5) dan Pasal 352 ayat (2) KUHP, 
percobaan untuk penganiayaan ringan tidak di kenal hukuman. 
Ketentuan ini dalam praktek mungkin sekali tidak memuaskan, 
seperti yang dikemukan oleh (Noyon Langgemeyer Oilid III: 120). 
Disana dipersoalkan seseorang menembak orang lain tetapi tidak 
kena sasaran. Kalu si pelaku hanya mengaku akan melukai 
ringan, dan tidak ada rencana lebih dulu secara tenang, maka 
mungkin sekali hanya dianggap terbukti percobaan untuk 
melakukan penganiayaan dari Pasal 351 KUHP, dan demikian 
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orang itu tidak dapat dikenai hukuman. Bagi noyon-Langgemeyer, 
hal ini tidak memuaskan. Rupaya, penulis ini lebih suka bahwa 
percobaan melakukan penganiayaan biasa harus dinyatakan 
sebagai tindak pidana, tetapi apabila perbuatan hanya berupa 
mengangkat tangan untuk memukul orang lain namun di haling-
halangi oleh orang ketiga, kepada jaksa masih ada kesempatan 
penuh untuk menuntut berdasarkan prinsip oportunitas. 
Menurut Wirjon Prodjodikoro, apabila seseorang hanya mengaku 
mencoba melukai biasa orang lain dengan menembak kepada orang lain 
itu dapat dikatakan bahwa menembak hampir selalu mengakibatkan luka 
berat atau matinya orang lain. Maka, si pelaku tanpa tanda-tanda lain 
dapat saja dinyatakn melakukan percobaan untuk penganiayaan berat, 
dan karenanya dapat dikenai hukuman. Demikian pula apabila seseorang 
menusuk orang lain dengan pisau tetap luput. Bahkan, apabila seseorang 
hanya memukul dengan kepala tangan tetapi luput, jika yang memukul itu 
misalnya seorang juara tinju. Saya berani menyatakan bahwa orang itu 
telah melakukan tindak pidana mencoba menganiaya berat, jadi dapat 
dihukum (Wirjon Prodjodikoro, 2003: 71). 
 
C. Saksi 
1. Pengertian Saksi 
Berdasarkan asas kesamaan didepan hukum (equality before the 
law) yang menjadi salah satu ciri Negara hukum, maka setiap manusai 
diperlakukan sama didepan hukum, semua berhak mendapatkan 
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perlindungan dan mendapatkan kejelasan dalam suatu perbuatan, 
khususnya pada suatu tindak pidana korban selalu mendapatkan 
kesengsaraan karena harys menanggung akibat dari tindak pidana itu 
sendiri. 
Pasal 1 butir (3) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 yang 
berbunyi sebagai berikut: 
“korban adalah orang perorangan atau kelompok orang yang 
mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, 
kerugian ekonomi, atau sebagai akibat pelanggaran hak asasi 
manusi yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya”. 
Sedangkan saksi itu sendiri adalah orang mengalami sendiri, yang ia 
dengar sendiri dan ia lihat sendiri tentang suatu tindak pidana yang 
kemudian ia dapat memberikan keterangan guna kepentingan 
penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang 
suatu perkara pidana. 
Saksi itu sendiri adalah orang mengalami sendiri, yang ia dengar 
sendiri dan ia lihat sendiri tentang suatu tindak pidana yang kemudian ia 
dapat memberikan keterangan didepan sidang pengadilan guna 
kepentingan penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di sidang 
pengadilan untuk diungkap kepada aparat penegak hukum dalam 
membantu proses jalannya persidangan, yang diharapkan dapat tercapai 
apa yang diharapkan yaitu mencari kebenaran yang sesungguhnya. 
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2. Hak-Hak Saksi 
Perkembangan pandangan masyarakat terhadap korbam, korban 
dapat memepercepat terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh 
si pelaku, si pelaku berperan aktif dan si korban berperan pasif, dalam hal 
ini korban di anggap sebagai “korban yang bersalah” dalam terjadinya 
tindak pidana, hal ini si pelaku menjadi focus perhatian reaksi sosial 
(peradilan), sedangkan korban mengalami hal kurang perhatian dan 
akhirnya dianggap kurang penting dalam proses reaksi sosial, kecuali 
hanya sekedar sebagai obyek bukti (saksi korban) dan bukan sebagai 
subyek dalam sistim peradilan di Indonesia. 
Tentang korban ini, telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal mana 
kepentingan korban di kuasakan pada suatu Lembaga yang dibentuk oleh 
undang-undang yakni Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). 
Kepentingan korban melalui LPSK tersebut tertuang dalam Pasal 7 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban sebgai berikut (Soeharto, 1993:63): 
(1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa: 
a. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat; 
b. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung 
jawab pelaku tindak pidana. 
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(2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh 
pengadilan. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan 
restitusi di atur dengan Peraturan Pemerintah. 
3. Kedudukan Saksi 
Mencermati mengenai hak-hak korban yang tertuang di dalam 
KUHAP, maka di dapat pengaturan hak-hak bagi korban sangat minim 
sekali di bandingkan dengan pengaturan tentang hak-hak pelaku tindak 
pidana (tersangka/terdakwa/terpidana). Perlindungan hukum lebih banyak 
di atur untuk pelaku tindak pidanaa, sebagaimana tampak dalam berbagai 
Pasal tersebut di atas dibandingkan dengan kepentingan korban yang 
mengalami penderitaan dari perbuatan pelaku tindak pidana. 
Kedudukan saksi korban khususnya dalam lingkup peradilan 
merupakan saksi yang memberikan (a charge) bagi terdakwa/tersangka, 
karena dalam keterangannya akan menunjukka pada kesalahan yang 
terdakwa/tersangka lakukan, sebagai alat bukti melainkan sebagai 
keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim untuk memutus 
suatu perkara dan dapat dipakai sebagai petyunjuk untuk menemukan 
kebenaran yang terjadi. 
D. Penganiayaan Terhadap Saksi 
Di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban menegaskan bahwa segala bentuk 
perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak 
36 
langsung, yang mengakibatkan saksi dan/atau korban merasa takut 
dan/atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang 
berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses 
peradilan pidana akan dilindungi oleh Undang-Undang ini. Lembaga ini 
dibentuk dengan tujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau 
korban dalam memberikan keterangannya pada setiap proses peradilan 
pidana. Sehingga orang yang akan menjadi saksi dalam proses peradilan 
pidana tidak takut dan merasa aman. 
Oleh karena itu dalam Undang-Undang ini kemudian dirumuskan 
bentuk perlindungan terhadap saksi dan korban, termasuk dari 
kekejaman, kekerasan, ancaman kekerasan, dan penganiayaan. 
Pasal 37 UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban, perlindungan tersebut sebagai berikut: 
1. Setiap orang yang memaksakan kehendaknya baik menggunakan 
kekerasan maupun cara-cara tertentu, yang menyebabkan Saksi 
dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf d sehingga 
Saksi dan/atau Korban tidak memberikan kesaksiannya pada tahap 
pemeriksaan tingkat mana pun, dipidana dengan pidana penjara  
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan 
pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta 
rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah). 
2. Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat pada 
Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 2 (dua) tahun dan  paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana 
denda paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) 
dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
3. Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan matinya Saksi 
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dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun dan  paling lama seumur hidup dan pidana denda 
paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan 
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
 
E. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 
1. Pertimbangan Yuridis 
Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument 
atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan 
hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam 
praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim 
terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang 
timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan para 
saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. 
Lilik Mulyadi (2007:193) mengemukakan bahwa:  
”Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan 
pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan 
terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang 
didakwakan oleh penuntut umum/dictum putusan hakim.” 
 
Rusli Muhammad (2007:212-221) mengemukakan bahwa 
pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni: 
pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. 
Pertimbangan yuridis adalah pertimbagngan hakim yang 
didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam 
persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal 
yang harus dimuat di dalam putusan misalnya Dakwaan jaksa 
penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-
barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. 
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Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar 
belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan 
agama terdawa. 
Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari 
lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana 
tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, dapat pula diperhatikan 
bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan 
terdakwa, barang bukti apa saja yang digunakan, serta apakah 
terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau 
tidak. 
Apabila fakta-fakta dalam persingan telah diungkapkan, barulah 
hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan 
oleh penuntut umum. Pertimbangan yuridis dari delik yang 
didakwakan juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan 
doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah 
kemudian secara limitative ditetapkan pendiriannya. 
Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek 
putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat 
meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang 
memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana 
sebelumnya (Recidivis), karena jabatannya, dan menggunakan 
bendera kebangsaan (Adami Chazawi, 2002: 73). Hal-hal yang 
bersifat meringankan ialah terdakwa belum dewasa, perihal 
percobaan dan pembantuan kejahatan. 
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2. Pertimbangan Sosiologis 
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) yang 
menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan 
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 
masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim 
sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Jadi, hakim 
merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di 
kalangan rakyat. Oleh karena itu, ia harus terjun ke tengah-tengah 
masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami 
perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 
Berkaitan dengan hal ini, menarik untuk disimak sinyalemen 
yang dikemukakan oleh Achmad Ali (2009:200) bahwa 
dilakalangan praktisi hukum, terdapat kecenderungan untuk 
senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai 
pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normative, 
diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya 
sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru 
berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian 
ilmu hukum (nomatif). 
Bismar Siregar (1989: 33) mengatakan bahwa, seandainya 
terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara yang 
dirasakan adil oleh masyarakat dengan apa yang disebut 
kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan 
dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan. 
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HB Sutopo (2002: 68) faktor-faktor yang harus dipertimbangkan 
secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan 
terhadap suatu perkara, antara lain: 
1. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai 
yang hidup dalam masyarakat. 
2. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-
nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan 
terdakwa. 
3. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, 
peranan korban. 
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum 
tersebut berlaku atau diterapkan. 
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa 
yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan 
hidup. 
Selain harus memperhatikan sistem pembuktian yang dipakai di 
Indonesia, Mr. M. H. Tirtaatmaja mengutarakan cara hakim dalam 
menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa, yaitu “sebagai 
hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang 
dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu 
hukuman yang setimpal dan adil.” Untuk mencapai usaha ini, 
maka hakim harus memperhatikan: 
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a. Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran 
pidana yang berat atau ringan). 
b. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu. 
c. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran 
pidana itu (yang memberatkan dan meringankan). 
d. Pribadi terdakwa  apakah  ia seorang  seorang  penjahat 
yang telah berulang-ulang dihukum (recidivist) atau seorang 
penjahat untuk  satu  kali  ini saja, atau  apakah  ia seorang  
yang  masih muda ataupun muda ataupun seorang yang 
telah berusia tinggi. 
e. Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana. 
f. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu. 
g. Kepentingan umum (hukum pidana diadakan untuk 
melindungi kepentingan  umum, yang  dalam keadaan-
keadaan  tertentu menuntut suatu  penghukuman  berat  
terhadap  pelanggaran pidana, misalnya  penyelundupan, 
membuat  uang  palsu pada waktu Negara dalam keadaan 
ekonomi yang buruk.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan 
dengan permasalahan dan pembahasan penulisan proposal ini, maka 
penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kota 
Makassar. Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di 
Pengadilan Negeri Makassar. Lokasi penelitian dipilih dengan 
pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri tersebut merupakan tempat 
diputus perkara Nomor 150Pid.B/2013/PN.Mks. yang merupakan objek 
sasaran kasus yang diangkat oleh penulis. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui 
wawancara dengan pakar, narasumber, dan pihak-pihak terkait 
dengan penulisan proposal ini. 
2. Data  sekunder, yaitu  data  atau  dokumen  yang  diperoleh  
dari instansi lokasi penelitian, literature,  serta  peraturan-
peraturan yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
1. Penelitian Pustaka (Library Research) 
Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan 
landasan teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, 
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artikel-artikel. 
2. Penelitian Lapangan (Field Research) 
Penelitian ini dilakukan langsung di lokasi penelitian dengan 
melakukan wawancara untuk mengumpulkan data primer pada 
instansi atau pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. 
  
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer 
maupun data sekunder dianalisa secara kualitatif, kemudian 
dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, 
menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta 
penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini.  
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Hukum Pidana terhadap Pelaku Penganiayaan Saksi 
Korban dalam Perkara Pidana Nomor: 150/Pid.B/2013/PN.Mks 
Tindak pidana adalah suatu kejahatan yang semuanya itu telah diatur 
dalam Undang-Undang baik dalam KUHP maupun perundang-undangan 
yang di luar KUHP. Demikian pula halnya tindak pidana yang menjadi 
objek kajian dalam skripsi ini yaitu tindak pidana penganiayaan khususnya 
terhadap saksi korban yang dilakukan dalam keadaan mabuk. 
Banyak beberapa model dan macam penganiayaan telah dilakukan 
dikalangan masyarakat. Dalam KUHP itu sendiri telah menjelaskan dan 
mengatur tentang macam-macam dari penganiyaan beserta akibat hukum 
apabila melakukan pelanggaran tersebut, pasal yang menjelaskan tentang 
masalah penganiayaan ini sebagian besar dalam Pasal 351 sampai 
dengan Pasal 355 dan msih banyak pula Pasal-Pasal yang berhubungan 
dengan Pasal tersebut yang menjelaskan tentang penganiayaan. 
Demikian pula halnya dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 37 
mengatur mengenai tindak pidana kekerasan (penganiayaan) dimana 
korbannya adalah saksi. 
1. Posisi Kasus 
Terdakwa Agus alias Kulau pada hari Sabtu tanggal 10 November 
2012 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain 
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dalam bulan November 2012 bertempat di jalan Tinumbu Lorong 148 
tepatnya dekat Masjid Quwba kota Makassar atau setidak-tidaknya di 
salah satu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk mengadili, telah 
melakukan penganiyaan terhadap saksi korban M. Reski Danial, 
perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : 
Kejadian ini berawal ketika terdakwa sementara makan nasi kuning 
tiba-tiba datang saksi korban dengan mengendarai sepeda motor. 
Terdakwa yang dalam keadaan mabuk dan merasa jengkel atas 
keterangan yang menyudutkan adiknya di persidangan oleh keterangan 
saksi korban langsung berdiri menghampiri saksi korban dan terdakwa 
memaki saksi korban dengan kata-kata kasar dengan mengatakan “tailaso 
kau, kau susahi adikku!” Terdakwa langsung memukul bagian muka 
mengenai mulut saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan 
kanan sebanyak 1 (satu) kali, yang mengakibatkan mulut saksi korban 
mengalami luka robek. Terdakwa dan sksi korbanpun terlibat perkelahian 
adu jotos, namun dapat dipisahkan oleh saksi Ikhsan dan saksi Fahrul. 
 
2. Dakwaan Penuntut Umum 
Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana 
penganiyaan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh Agus alias Kulau 
pada pokoknya sebagai berikut: 
Pimair: 
Terdakwa Agus alias Kulau pada hari Sabtu tanggal 10 
November 2012 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidak-tidaknya 
pada waktu lain dalam bulan November 2012 bertempat di jalan 
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Tinumbu Lorong 148 tepatnya dekat Masjid Quwba kota 
Makassar atau setidak-tidaknya di salah satu tempat lain yang 
masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
Makassar yang berwenang untuk mengadili, telah melakukan 
penganiyaan terhadap saksi korban M. Reski Danial, perbuatan 
tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : 
Kejadian ini berawal ketika terdakwa sementara makan nasi 
kuning tiba-tiba dating saksi korban dengan menegndarai sepeda 
motor. Terdakwa yang merasa jengkel dengan saksi korban 
langsung berdiri menghampiri saksi korban dan terdakwa 
langsung memukul bagian muka mengenai mulut saksi korban 
dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) 
kali, yang mengakibatkan mulut saksi korban mengalami luka 
robek. 
Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 
3600.DIR.SM.RM.XII.2012 tanggal 07 desember 2012 terhadap 
korban M. Reski Danial yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. 
Johny. S, dokter pada Rumah Sakit Stella Maris Makassar 
berdasarkan hasil pemeriksaan: 
Bibir bawah : pada bibir bawah terdapat luka teriris 
berbentuk 
celah dengan arah melintang (horizontal). 
Bibir atas  : pada bibir atas terdapat luka lecet berbentuk 
Celahdengan arah melintang (horizontal). 
Dengan hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa 
pada korban terdapat luka teriris daerah bibir bawah dan luka 
lecet daerah bibir bawah akibat benda tumpul. Perbuatan 
terdakwa diatur dan diancam pada Pasal 351 ayat (1) KUHP. 
 
Subsidar 
Bahwa terdakwa Agus alias Kulau pada waktu dan tempat 
sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair di atas, 
dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban 
M. Reski Danial yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
Bahwa ketika terdakwa sementara makan nasi kuning tiba-tiba 
datang saksi korban dengan mengendarai sepeda motor. 
Terdakwa yang merasa jengkel dengan saksi korban langsung 
berdiri menghampiri saksi korban dan terdakwa langsung 
memukul bagian muka mengenai mulut saksi korban dengan 
menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, yang 
mengakibatkan mulut saksi korban mengalami luka robek. 
Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 
3600.DIR.SM.RM.XII.2012 tanggal 07 desember 2012 terhadap 
korban M. Reski Danial yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. 
Johny. S, dokter pada Rumah Sakit Stella Maris Makassar, sesuai 
hasil pemeriksaan fisik secondary survey sebagaimana yang 
telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pada 
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korban terdapat luka teriris daerah bibir bawah dan luka lecet 
daerah bibir bawah akibat benda tumpul. 
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 37 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 
 
Lebih Subsidair 
Bahwa terdakwa Agus alias Kulau pada waktu dan tempat 
sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair di atas, 
dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban 
M. Reski Danial yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
Bahwa ketika terdakwa sementara makan nasi kuning tiba-tiba 
dating saksi korban dengan mengendarai sepeda motor. 
Terdakwa yang merasa jengkel dengan saksi korban langsung 
berdiri menghampiri saksi korban dan terdakwa langsung 
memukul bagian muka mengenai mulut saksi korban dengan 
menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, yang 
mengakibatkan mulut saksi korban mengalami luka robek. 
Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 
3600.DIR.SM.RM.XII.2012 tanggal 07 desember 2012 terhadap 
korban M. Reski Danial yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. 
Johny. S, dokter pada Rumah Sakit Stella Maris Makassar, sesuai 
hasil pemeriksaan fisik secondary survey sebagaimana yang 
telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pada 
korban terdapat luka teriris daerah bibir bawah dan luka lecet 
daerah bibir bawah akibat benda tumpul. 
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 
351 ayat (1) KUHP. 
 
3. Tuntutan Penuntut Umum 
Tuntutan jaksa penuntut umum pada pokoknya sebagai berikut: 
a. Menyatakan terdakwa Agus alias Kulau Bin Mustrari telah terbukti 
bersalah telah melakukan tindak pidana “penganiayaan” 
sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) 
KUHP. 
b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Agus alias Kulau 
Bin Mustari selama 5 (lima) bulan potong masa tahanan, dengan 
perintah terdakwa tetpa ditahan. 
c. Menyatakan terdakwa jika terbukti bersalah dibebani membayar 
ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). 
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4. Analisis Penulis 
Surat dakwaan merupakan suatu  akte  yang  sangat penting 
kedudukannya  dalam  proses penyelesaian  perkara pidana. Terkait 
dengan  fungsinya  yang  sangat penting, sehingga  penuntut  umum  
harus cermat dan  dituntut memiliki  kemampuan  profesional dalam  
menyusun surat dakwaan. 
Menurut M. Yahya Harahap, surat dakwaan diartikan sebagai surat 
atau akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan 
kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil 
pemeriksaan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang 
dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah 
yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan 
(Harun M. Husain, 2005:44). 
Penyusunan surat dakwaan mengacu pada ketentuan Pasal 143 ayat 
(2) KUHP sebagai berikut: 
“Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal 
dan ditandatangani serta berisi: 
a. Nama lengkap,tempat lahir,umur atau tanggal lahir, jenis 
kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan 
pekerjaan tersangka; 
b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak 
pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan 
tempat tindak pidana itu dilakukan.” 
 
Ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP tersebut, mengandung makna 
esensial bahwa ada dua syarat yang harus diperhatikan dalam surat 
dakwaan, yaitu syarat formil yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a 
KUHAP dan syarat materil yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b 
KUHAP. 
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Berikut akan diuraikan syarat formil dan syarat materil yang terkadung 
dalam dakwaan tersebut, yaitu: 
a. Syarat Formil 
Syarat formil terkait dengan identitas terdakwa, dalam hal 
ini terdakwa dalam kasus penganiayaan saksi korban, yaitu: 
Nama Lengkap : Agus Alias Kulau Bin Mustari 
Tempat Lahir  : Makassar 
Umur/Tgl Lahir : 20 Tahun/ 17 Agustus 1986 
Jenis Kelamin : Laki-laki 
Kebangsaan  : Indonesia 
Tempat Tinggal : Jl. Tinumb Lrg 148 No. 01 A Makassar 
Agama  : Islam 
Pekerjaan  : Jualan Ikan 
b. Syarat Materiil 
Syarat materil berkaitan erat dengan penerapan hukum 
materil suatu perkara. Untuk mengetahui kesesuaian antara 
tindak pidana yang terjadi dengan pasal yang didakwakan 
oleh penuntut umum, maka Penulisakan menguraikan unsur-
unsur pasal dalam dakwaan yang dinyatakan terbukti 
dipersidangan dan telah diputus oleh Majelis Hakim yaitu 
dakwaan primair yakni Pasal 351 ayat (1) KUHP. 
1. Pasal 351 ayat (1) KUHP 
Pasal 351 ayat (1) KUHP mengatur tentang 
penganiayaan biasa yang rumusannya sebagai berikut: 
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”penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara 
selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda 
sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-“ 
 
Dari uraian kasus yang telah dipaparkan sebelumnya 
penulis berpendapat bahwa kasus tersebut melanggar Pasal 
37 ayat (1) Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang 
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Majelis hakim 
seharusnya juga melihat hukum yang lebih khusus (lex 
Specialis) yanitu merujuk pada Undang-Undang No 13 Tahun 
2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. 
Karena pada kasus ini yang menjadi korban adalah seorang 
saksi yang pernah memberikan kesaksian di persidangan 
sesuai dengan apa yang Ia lihat, Ia dengar, dan Ia alami 
sendiri. 
2. Pasal 37 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006 
Pasal 37 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006 mengatur 
tentang penganiayaan biasa yang dilakukan kepada saksi 
dan/atau korban yang rumusannnya sebagai berikut : 
“Setiap orang yang memaksakan kehendaknya baik 
menggunakan kekerasan maupun cara-cara tertentu, 
yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak 
memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf d sehingga 
Saksi dan/atau Korban tidak memberikan kesaksiannya 
pada tahap pemeriksaan tingkat mana pun, dipidana 
dengan pidana penjara  paling singkat 1 (satu) tahun 
dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling 
sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan 
paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah)”. 
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Apabila rumusan itu di uraikan maka terdiri dari unsure-
unsur sebagai berikut: 
a. Setiap orang 
Yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah 
menunjukkan orang secara fisik yang dapat menjadi 
subjek dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini 
adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana. 
b. Memaksaakan kehendak 
Yang dimaksud dengan memaksakan kehendak 
adalah seseorang yang mendesak orang lain agar mau 
mengikuti kemauannya. 
c. Menggunakan kekerasan Pasal 89 KUHP 
Yang dimaksud dengan kekrasan adalah 
menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil 
secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan 
atau dengan segala macam senjata, menyepak, 
menendang dan sebagainya. Yang dismakan dengan 
pasal ini adalah membuat seseorang menjadi pingsan 
atau tidak berdaya. 
 
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Nomor : 
150/Pid.B/2013/PN.Mks. 
1. Pertimbangan Hukum Hakim 
Menimbang bahwa terdakwa diperhadapkan kepersidangan telah 
didakwa oleh penuntut umum melakukan kejahatab sebagai berikut: 
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Melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP. 
Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 
beberapa saksi yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum masing-
masing antara lain sebagai berikut: 
1. M. Reski Danial, menerangkan sebagai berikut: 
- Bahwa kejadian pemukulan atau penganiayaan tersebut 
terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 November 2012 sekitar 
pukul 23.00 Wita bertempat dijalan Tinumbu Lrg 148 
tepatnya dekat masjid Quwba Makassar. 
- Bahwa benar saksi dipukul oleh terdakwa dengan 
menggunakan kepalan tangan kanan mengenai mulut saksi 
sebanyak 1 kali. 
- Bahwa benar jarak antara saksi dengan terdakwa sekitar 1 
meter. 
- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh 
terdakwa saksi mengalami luka robek pada mulut. 
- Bahwa benar antara saksi dengan terdakwa tidak pernah 
berselisih paham. 
- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan mabuk. 
- Bahwa benar saksi menceritakan kejadian kepada orangtua 
saksi yaitu saksi Muh. Danial. 
- Bahwa benar yang melihat ketika saksi dipukul yaitu saksi 
Iksan dan saksi Fahrul. 
2. Muh Danial, menerangkan sebagai berikut: 
- Bahwa kejadian pemukulan atau penganiayaan tersebut 
terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 November 2012 sekitar 
pukul 23.00 Wita bertempat dijalan Tinumbu Lrg 148 
tepatnya dekat masjid Quwba Makassar. 
- Vahwa benar saksi tidak melihat dan mengetahui bagaimana 
terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban. 
Saksi mengetahui kejadian setelah diceritakan saksi korban 
(anak saksi). 
- Bahwa benar saksi korban dipukul oleh terdakwa dengan 
menggunakan kepalan tangan kanan mengenai mulut saksi 
sebanyak 1 kali. 
- Bahwa benar saksi mengetahui akibat pemukulan yang 
dilakukan oleh terdakwa saksi korban mengalami luka robek 
pada mulut. 
- Bahwa benar saksi mengetahui antara saksi korban dengan 
terdakwa sebelumnya tidak pernah berselisih paham. 
Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan 
diperlihatkan barang bukti dan barang bukti tersebut telah dibenarkan 
oleh terdakwa sebagai barang bukti yang telah dibuat pada saat 
terdakwa melakukan kejahatan tersebut, yaitu berupa: 
1. Dalam persidangan telah diajukan alat vukti surat berupa: 
Visum Et Repertum No: 3600.DIR.SM.EX.XII.2012 tanggal 07 
Desember 2012 yang dibuat oleh Dr. Johny.S. dokter 
pemeriksa Rumah Sakit Stella Maris Makassar dengan hasil 
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kesimpulan: luka teriris daerah bibir bawah dan luka lecet 
daerah bibir atas akibat benda tumpul. 
Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan 
keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya dan 
keterangan tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan 
ini, yaitu berupa: 
1. Terdakwa Agus Alias Kulau Bin Mustari, dipersidangan 
memberikan keterangan sebagai berikut: 
- Bahwa kejadian pemukulan atau penganiayaan tersebut 
terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 November 2012 sekitar 
pukul 23.00 Wita bertempat dijalan Tinumbu Lrg 148 
tepatnya dekat masjid Quwba Makassar. 
- Bahwa benar terdakwa memukul oleh saksi korban dengan 
menggunakan kepalan tangan kanan mengenai mulut saksi 
korban sebanyak 1 kali. 
- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan mabuk merasa 
jengkel/marah kepada saksi korban, karena terdakwa 
merasa saksi korban kurang ajar terhadap terdakwa. 
- Bahwa benar yang melihat ketika saksi dipukul yaitu saksi 
Iksan dan saksi Fahrul. 
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka 
didapatlah fakta-fakta dipersidangan, dimana keterangan saksi yang 
didengar dibawah sumpah antara yang satu dengan yang lainnya 
saling berkaitan dan berhubungan dengan keterangan terdakwa 
serta dengan diajukan barang bukti dipersidangan maka unsur-unsur 
yang terkandung dalam pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah 
terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, yaitu : 
- Bahwa kejadian pemukulan atau penganiayaan tersebut 
terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 November 2012 sekitar 
pukul 23.00 Wita bertempat dijalan Tinumbu lrg 148 tepatnya 
dekat masjid Quwba makassar 
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi korban menggunakan 
kepalan tangan kanan terdakwan mengenai bagian mulut 
saksi korban sebanyak 1 kali 
- Bawha akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami 
luka robek pada bagian mulut. 
- Bahwa benar yang melihat ketika saksi korban dipukul 
adalah saksi Ihsan dan saksi Fahrul 
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam 
rumusan delik telah terpenuhi semua oleh perbuatan terdakwa maka 
terdakwa dinyatakan terbukti secara sah menurut hokum dan majelis 
yakin akan kesalah terdakwa melakuakn perbuatan sebagaimana 
dalam dakwaan penuntut umum, yaitu : 
 
Pimair: 
Terdakwa Agus alias Kulau pada hari Sabtu tanggal 10 November 
2012 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain 
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dalam bulan November 2012 bertempat di jalan Tinumbu Lorong 148 
tepatnya dekat Masjid Quwba kota Makassar atau setidak-tidaknya di 
salah satu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk mengadili, telah 
melakukan penganiyaan terhadap saksi korban M. Reski Danial, 
perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai 
berikut : 
 
Kejadian ini berawal ketika terdakwa sementara makan nasi kuning 
tiba-tiba dating saksi korban dengan menegndarai sepeda motor. 
Terdakwa yang merasa jengkel dengan saksi korban langsung berdiri 
menghampiri saksi korban dan terdakwa langsung memukul bagian 
muka mengenai mulut saksi korban dengan menggunakan kepalan 
tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, yang mengakibatkan mulut 
saksi korban mengalami luka robek. 
 
Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 
3600.DIR.SM.RM.XII.2012 tanggal 07 desember 2012 terhadap 
korban M. Reski Danial yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. 
Johny. S, dokter pada Rumah Sakit Stella Maris Makassar 
berdasarkan hasil pemeriksaan: 
Bibir bawah  : pada bibir bawah terdapat luka teriris 
berbentuk 
celah dengan arah melintang (horizontal). 
Bibir atas  : pada bibir atas terdapat luka lecet berbentuk 
Celahdengan arah melintang (horizontal). 
Dengan hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa pada 
korban terdapat luka teriris daerah bibir bawah dan luka lecet daerah 
bibir bawah akibat benda tumpul. Perbuatan terdakwa diatur dan 
diancam pada Pasal 351 ayat (1) KUHP. 
 
Subsidar 
Bahwa terdakwa Agus alias Kulau pada waktu dan tempat 
sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair di atas, dengan 
sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban M. Reski 
Danial yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
Bahwa ketika terdakwa sementara makan nasi kuning tiba-tiba dating 
saksi korban dengan mengendarai sepeda motor. Terdakwa yang 
merasa jengkel dengan saksi korban langsung berdiri menghampiri 
saksi korban dan terdakwa langsung memukul bagian muka 
mengenai mulut saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan 
kanan sebanyak 1 (satu) kali, yang mengakibatkan mulut saksi 
korban mengalami luka robek. 
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Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 
3600.DIR.SM.RM.XII.2012 tanggal 07 desember 2012 terhadap 
korban M. Reski Danial yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. 
Johny. S, dokter pada Rumah Sakit Stella Maris Makassar, sesuai 
hasil pemeriksaan fisik secondary survey sebagaimana yang telah 
diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pada korban 
terdapat luka teriris daerah bibir bawah dan luka lecet daerah bibir 
bawah akibat benda tumpul. 
 
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 37 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga 
Perlindungan saksi dan Korban. 
 
Lebih Subsidair 
Bahwa terdakwa Agus alias Kulau pada waktu dan tempat 
sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair di atas, dengan 
sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban M. Reski 
Danial yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
Bahwa ketika terdakwa sementara makan nasi kuning tiba-tiba dating 
saksi korban dengan mengendarai sepeda motor. Terdakwa yang 
merasa jengkel dengan saksi korban langsung berdiri menghampiri 
saksi korban dan terdakwa langsung memukul bagian muka 
mengenai mulut saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan 
kanan sebanyak 1 (satu) kali, yang mengakibatkan mulut saksi 
korban mengalami luka robek. 
 
Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 
3600.DIR.SM.RM.XII.2012 tanggal 07 desember 2012 terhadap 
korban M. Reski Danial yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. 
Johny. S, dokter pada Rumah Sakit Stella Maris Makassar, sesuai 
hasil pemeriksaan fisik secondary survey sebagaimana yang telah 
diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pada korban 
terdapat luka teriris daerah bibir bawah dan luka lecet daerah bibir 
bawah akibat benda tumpul. 
 
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat  
(1) KUHP. 
Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat 
dipertanggungjawabkan kepadanya maka Majelis akan 
memepertimbangkan. 
Menimbang, bahwa Majelis tidak melihat adanya alasan 
penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf 
dalam perbuatan terdakwa tersebut sehingga perbuatan terdakwa 
dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. 
Menimbang bahwa Majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti 
melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya karena harus 
dihukum pula membayar ongkos perkara. 
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Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan 
seluruhnya haruslah dikurangi dari hukuman yang akan dijatuhkan 
kepada terdawa. 
Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan 
dirampas untuk dimusnahkan. 
Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap 
terdakwa terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal 
yang meringankan terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan 
dapat mencapai rasa keadilan. 
 
Hal-hal yang memberatkan : 
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyrakat 
 
Hal-hal yang meringankan : 
- Terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya 
persidangan dan mengakui perbuatannya. 
- terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan 
menyesalinya 
- terdakwa belum pernah di hukum 
- Terdakwa meruakan tulang punggung keluarga 
- Terdakwa terjadi perdamaian dipersidangan antara korban 
dengan terdakwa. 
 
2. Amar Putusan 
1. Menyatakan terdakwa Agus Alias Kulau Bin Mustari, yang 
idetitasnya seperti diatas telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“penganiayaan” 
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 
selama 4 (empat) bulam; 
3. Mentapkan bahwa masa tahanan yang telah di jalani terdawa 
dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan; 
5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara seesar Rp. 
2.000,- (dua ribu rupiah); 
 
3. Analisis Penulis 
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus 
mencerminkan rasa keadilan baik bagi korban maupun bagi terdakwa. 
Untuk menentukan bahwa terdakwa terbukti bersalah atau tidak, hakim 
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harus berpedoman pada sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam 
Pasal 184 KUHAP sebagai berikut:  
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali 
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar 
terjadi dan bawa terdakwalah yang bersalah melakukannya.” 
 
Berdasarkan rumusan Pasal di atas, sistem pembuktian yang dianut 
dalam KUHP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara 
gabungan antara sistem pembuktian positif dan negatif. Sistem 
pembuktian tersebut terdiri dari dua komponen, yaitu (M. Yahya Harahap, 
2009:297): 
a. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-
alat bukti yang sah menurut undang-undang. 
b. Keyakinan hakim harus didasarkan atas cara dan dengan alat-
alat bukti yang sah menurut undang-undang. 
Alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) 
KUHAP terdiri dari : 
a. Keterangan saksi 
b. Keterangan ahli 
c. Surat 
d. Petunjuk 
e. Keterangan terdakwa 
Dalam perkara ini alat bukti yang sah untuk dijadikan sebagai bahan 
pertimbangan bagi hakim, yakni keterangan saksi, surat, dan keterangan 
terdakwa. Selain itu, juga dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan 
dalam persidangan. Kesesuaian antara masing-masing alat bukti serta 
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barang bukti, maka akan diperoleh fakta hukum yang menjadi dasar bagi 
hakim untuk memperoleh keyakinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 184 
ayat (1) KUHAP, Penulis menganggap bahwa keseluruhan alat bukti yang 
diajukan di persidangan berupa keterangan saksi, alat bukti surat dalam 
hal ini visum et repertum, dan keterangan terdakwa menunjukkan 
kesesuaian satu sama lain. Selain itu, juga terdapat kesesuaian antara 
alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan sehingga 
terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah di hadapan 
persidangan. Kesaksian M. reski Danial dan Muh Danial menurut Penulis 
dapat dinyatakan sebagai saksi sebagaimana putusan Mahkamah 
Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 yang menyatakan sebagai berikut : 
“orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, 
penuntutan, dan  peradilan  suatu  tindak pidana yang  tidak selalu ia 
dengar sendiri, ia lihat  sendiri, dan  ia alami sendiri.” 
 
Selanjutnya mengenai pertimbangan hakim terntang hal-hal yang 
memberatkan dan meringankan terdakwa. Berdasarkan hasil wawancara 
Penulis dengan salah satu hakim yakni Pudjo Hunggul pada tanggal 17 
Desember 2013 menyatakan bahwa : 
“alasan majelis hakim memutus perkara tersebut selama 4 bulan 
adalah karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan telah 
terjadi perdamaian antara terdakwa dengan korban.” 
 
Dalam mempertimbangkan hal tersebut, hakim melihat bahwa 
pemidanaan bukanlah sebagai salah satu alat pembalasan sebagaimana 
yang dimaksud dalam teori pemidanaan absolut, namun mendasarkan 
pada teori pemidanaan relatif yang melihat bahwa pemidanaan bukanlah 
sebagai alat untuk membalaskan perbuatan terdakwa melainkan untuk 
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memperbaiki terdakwa agar tidak melakukan tindak pidana lagi. Atas 
dasar itulah hakim kemudian memutus perkara tersebut selama 4 bulan. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Pudjo Hunggul yang merupakan 
salah satu hakim pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 17 Desember 
2013, beliau menyatakan bahwa:  
“dalam praktek, apabila terdapat hal-hal yang meringankan pidana. 
Maka hakim tidak akan memutus pidana maksimal kepada terdakwa.” 
 
Pernyataan hakim tersebut memang dapat dibenarkan karena hakim 
memiliki kekuasaan yang absolut dalam memutus perkara. Hal-hal yang 
meringankan pidana tersebut yang terdiri dari: 
 Terdakwa sopan di persidangan; 
 Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan 
menyesalinya; 
 Terdakwa belum pernah dihukum; 
 Terdakwa adalah tulang punggung keluarga 
 Terdakwa terjadi perdamaian dipersidangan antara korban 
dengan terdakwa 
Hal-hal yang meringankan tersebut sebenarnya tidak seimbang 
dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa. Selain itu, pertimbangan 
yang dimaksud oleh hakim Jamuka Sitorus tidak dimasukkan sebagai 
alasan peringanan pidana dalam putusan sehingga tidak dapat 
dimasukkan dalam hal-hal yang meringankan pidana. Terhadap keadaan 
hal-hal yang meringankan pidana tersebut Penulis akan menguraikannya 
satu persatu. 
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- Terdakwa sopan dipersidangan 
Keadaan sopan tersebut menurut Penulis tidak perlu untuk 
dimasukkan sebagai hal yang meringankan pidana. Sopannya 
terdakwa memang merupakan kewajiban bagi terdakwa sebagai 
orang yang bersalah dalam persidangan.m Menurut Penulis, 
keadaan sopan tersebut dapat saja dilandasai oleh sikap kepura-
puraan dalam rangka untuk mendapatkan simpati hakim agar 
mendapatkan pengurangan hukuman. Dengan demikian menurut 
Penulis, keadaan sopan dipersidangan ini tidak harus dimasukkan ke 
dalam hal yang meringankan pidana. 
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan 
menyesalinya 
Pengakuan terdakwa menurut Penulis tidak dapat dijadikan 
sebagaialasan peringanan pidana. Dalam Pasal 184 ayat (1) angka 4 
KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan terdakwa merupakan 
salah satu alat bukti yang sah walaupun berada dalam posisi 
terbawah dari susunan alat bukti. Adanya pengakuan terdakwa 
sebagai alasan peringanan pidana menurut Penulis tidak diperlukan 
dalam perkara ini. Alasan tersebut didasarkan Penulis bahwa 
pengakuan terdakwa tidak diperlukan sebab alat bukti yang lain 
sudah menunjukkan secara jelas bahwa terdakwa melakukan tindak 
pidana sebagaimana yang didakwakan. Berbeda halnya apabila 
terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut menyerahkan diri di 
kepolisian, maka kepadanya dapat diberikan hal-hal peringanan 
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pidana. Kemudian untuk dapat dikatakan menyesali perbuatannya, 
menurut Penulis harus didukung oleh bukti tes psikologi yang 
membuktikan bahwa terdakwa benar-benar menyesal dan 
menimbulkan gejolak batin dalam diri terdakwa sehingga dalam 
penyesalannya tersebut tidak hanya dinyatakan secara lisan yang 
dapat saja berupa kebohongan. 
- Terdakwa belum pernah di hukum 
Hal tersebut memang patut untuk dimasukkan sebagai alasan 
peringanan pidana karena sistem peradilan di Indonesia lebih 
condong menganut sistem pemidanaan relatif yang bertujuan untuk 
memperbaiki terdakwa. Namun, hal peringan tersebut juga tidak 
dapat dijadikan sebagai alasan peringanan pidana disebabkan 
terdakwa pernah melakukan tindak pidana sebelumnya yakni tindak 
pidana perjudian. 
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga 
Hal tersebut memang perlu di masukkan sebagai alasan 
peringanan pidana karena sebagai manusia masih memiliki rasa 
empati dan rasa kasihan. Namun hal peringanan tersebut juga tidak 
dapat dijadikan sebagai alasan peringanan pidana disebabkan 
istrinya masih mampu untuk bekerja. 
- Terdakwa terjadi perdamaian dipersiangan antara korban dengan 
terdakwa 
Perdamaian yang dilakukan terdakwa dengan korban yang 
dilakukan di persidangan tidak juga dapat di masukkan sebagai 
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alasan peringanan karena apabila terdawa memang memiliki niat 
untuk berdama, seharusnya itu dilakukan sebelumnya, bukan pada 
saat terdakw sudah berada dipersidangan. 
Berdasarkan alasan tersebut, menurut Penulis terdakwa sama sekali 
tidak memiliki alasan peringanan pidana sehingga menurut pernyataan 
hakim Jamuka Sitorus sebagaimana yang telah Penulis uraikan 
sebelumnya, maka terdakwa dapat saja dijatuhi hukuman penjara selama 
5 (lima) tahun berdasarkan  ketentuan  Pasal 37 ayat (1) UU No. 13 Tahun 
2006. Hal tersebut Penulis dasarkan pada perbuatan terdakwa 
menganiaya orang secara sengaja sehingga mengakibatkan korban 
terluka sehingga tidak dapat melakukan pekerjaannya lagi untuk 
sementara waktu. Selain itu, perbuatan terdakwa bias saja menyebabkan 
orang lain merasa takut untuk menjadi saksi dipersidangan kelak. Karena 
takut akanmendapat kekerasan dari keluarga terdakwa itu sendiri. 
Kemudian dalam amar putusan hakim dalam memutuskan perkara 
tersebut hanya berpatokan pada dakwaan penuntut umum yang Penulis 
pandang sebagai suatu kesalahan dikeranakan penuntut umum hanya 
memandang adanya tindak pidana penganiayaan biasa saja. Dengan 
demikian hakim dalam memutus perkara hanya mencantumkan terjadinya 
tindak pidana penganiayaan biasa pada dakwaan primair. Penulis 
menganggap bahwa Pengadilan Negeri Makassar keliru dalam memutus 
perkara karena hanya melihat dakwaan dari penuntut umum saja, tidak 
melihat hukum yang lebih khusus dan fakta-fakta yang terjadi diluar 
persidangan. Sehingga amar putusannya kurang tepat. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Penerapan hukum pidana materiil dalam perkara pidana No: 
150/Pid.B/2013/PN.Mks kurang tepat. Didalam dakwaan 
tersebut terdapat banyak kekeliruan dikeranakan tidak 
memperhatikan unsure kesengajaan atau niat pelaku dalam 
melakukan tindak pidana. Menurut Penulis, dakwaan yang tepat 
untuk menjerat terdakwa adalah Pasal 37 ayat (1) Undang-
Undang No 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan 
Saksi dan Korban. Dikerenakan terdakwa melakukan 
penganiayaan terhadap korban karena sakit hat atas kesaksian 
yang pernah dilakukan korban di persidangan pada saat adik 
terdakwa diadili. Penuntut umum juga tidak melihat fakta-fakta 
diluar persidangan yang terjadi, sehingga dakwaan Penuntut 
Umum hanya menjerat terdakwa dengan Pasal 351 ayat (1) 
KUHP. 
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam 
putusan Nomor: 150/Pid.B/2013/PN.Mks. menurut Penulis 
sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 
KUHP berupa tiga alat bukti yakni keterangan saksi, surat dan 
keterangan terdakwa. Sehingga hakim memperoleh keyakinan 
bahwa terdakwa Agus Alias Kulau Bin Mustari sebagai pelaku 
penganiayaan tersebut. Anak tetapi dalam mempertimbangkan 
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dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, hakim tidak 
memeprtimbangkan unsur kesengajaan atau niat terdakwa 
sehingga terdapat kesalahan dalam menjatuhkan putusan. 
Selain itu, terdapat pertimbangan yang menurut penulis tidak 
seharusnya dijadikan sebagai hal yang meringankan terdakwa 
antara lain sopan di persidangan, mengakui perbuatannya, dan 
terdakwa belum pernah dihukum, masih terdapat hal-hal yang  
memberatkan  yakni menimbulkan  kerugian  yang tidakdapat 
dinilai secara materi bagikeluarga korban dan juga kerugian 
secara materi segala biaya yang dikeluarkan untuk perawatan 
korban.  
B. Saran 
1. Penuntut umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat yang 
menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam pengadilan. Salah 
satu hal yang harus diperhatikan yakni kesengajaan atau niat 
terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Kesengajaan terdakwa 
bukan hanya didasarkan pada pengakuan terdakwa tetapi juga 
dapat dilihat dari kesengajaan terdakwa melakukan tindak pidana. 
2. Hal-hal yang meringankan bagi terdakwa berupa sopan 
dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan 
menyesalinya seharusnya tidak dijadikan sebagai bahan 
pertimbangan bagi hakim dalam memutus suatu perkara. Hal 
tersebut bisa saja merupakan kepura-puraan untuk mendapatkan 
simpati dari hakim. 
65 
DAFTAR PUSTAKA 
Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori 
Peradilan (Judicialprudence), Kencana Prenada Media Group: 
Jakarta. 
  
Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum  Pidana , Bagian  1; Stelsel 
Pidana, Teori-Teori  Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum 
Pidana, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.  
 
-----------------------, 2010, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, PT. Raja 
Grafindo Persadaa: Jakarta. 
 
Amir Ilyas, 2012.  Asas-Asas Hukum Pidana,  Rangkang Education: 
Yogyakarta. 
 
Bismar Siregar. 1989. Hukum Hakim dan dan Keadilan Tuhan, Gema 
Insani Press: Jakarta. 
 
Erdianto Effendi. 2011, Hukum Pidana Indonesia, PT. Refika Aditama: 
Bandung. 
 
E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2002, Asas-Asas Hukum Pidana di 
Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika: Jakarta. 
 
H.B. Sutopo. 2002, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Grasindo: 
Surakarta. 
 
J.M Van Bemmelen. 1987, Hukum Pidana 1; Hukum Pidana Material, 
Binacipta: Bandung. 
 
Lilik Mulyadi. 2007, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan 
Permasalahannya,  PT. Alumni: Bandung. 
 
Leden Marpaung. 2009, Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika: 
Jakarta. 
 
Moeljatno. 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. rineka Cipta: Jakarta. 
 
P.A.F Lamintang. 1997, Dasar dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra 
Aditya Bakti: Bandung. 
 
------------------------. 1986, Delik-Delik Khusus, Binacipta: Bandung. 
 
R. Soesilo. 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta 
Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia: Bogor. 
 
66 
Rusli Muhammad. 2007, Hukum Acara Pidana Kontemporer, PT. Citra 
Aditya Bakti: Bandung. 
 
Soeharto. 1993, Hukum Pidana Materiil, Sinar Grafika: Jakarta. 
 
Wirjon Prodjodikoro. 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika 
Aditama: Bandung. 
 
Zainal Abidin Farid. 2007. Hukum Pidana 1, cetakan kedua, Sinar Grafika: 
Jakarta. 
 
Peraturan Perundang undangan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan 
Saksi dan Korban. 
